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Abstract

The objectives of this study are to investigate implementation of the regulation of the chief of state agrarian 

agency number 1 of 2010 about the service standard and agrarian arrangement. This research used the 

descriptive empirical research method. The data of research consisted of primary and secondary data. They 

were collected through in-depth interview and library research. They were analyzed using the qual itative 

model. The results of study are as follows: implementation of the regulation of the chief of state agrarian 

application to the agrarian ministry and state agrarian agency in order to increase the worker and to develop 

human resource for each section and sub department to solve of any problem
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Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui  Implementasi  Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

menggunakan teknik analisis kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengimplementasian Peraturan 

Kata Kunci

A. Pendahuluan

bergerak dan terjadi di atas tanah oleh sebab itu 

diperlukan regulasi atau peraturan kebijaksanaan 

(beleidsregel) role play dan 

harus disepakati secara bersama-sama. Pengaturan 

fundamental terhadap tanah dapat kita lihat dalam 

mengelola dan mengatur tanah guna sebesar-
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  “ Across much of Afr i ca, discussi ons and 

debates about land law reform are taking place 

in public areas that have been opened up by 

multi-partyisme, electoral competition, and the 

invigoration of civil society. This means that 

in many places, outcomes, of struggles over 

the meaning and allocation of proper ty r ights 

wil l be shaped in part by who manages to win 

political power at the national level”

Hal tersebut di atas dapat diartikan bahwa 

kebutuhan atas tanah selalu meningkat seiring 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar 

adalah tujuan utama dalam pemanfaatan sumber 

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Kepala 

Pertanahan, sebagai sebuah kebi jakan bidang 

instruksi kepada pemerintah sebagai agar di seluruh 

Agraria adalah Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 

terarah sehingga tidak mungkin asal saja, terlebih 

lagi tujuan dari pendaftaran tersebut bukan sekedar 

hukum pemegang bhak atas tanah (I Made Suwitra, 

dibuatkan buku tanah baru, melainkan dilakukan 

tercantum dalam surat ukur dan buku tanah harus 

melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun 

dalam berperkara di pengadilan. Dengan demikian 

diselenggarakan di Indonesia masih menimbulkan 

perolehan hak-hak atas tanah seorang itu sebelum 

muncul akibat peralihan hak  atas tanah sering kali 

Sering terjadi perkara pertanahan  dalam proses 

oleh seseorang kurang kuat untuk membuktikan 

jarang terjadi, terdapat dua atau lebih sertipikat 

akan menimbulkan tumpang tindih (overlapping) 
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sertipikat dan membawa ketidakpastian hukum 

diharapkan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di 

Oleh sebab i tu Kepala Badan Pertanahan 

dan Pengaturan Pertanahan. Peraturan tersebut 

merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

Badan Pertanahan Nasional jo. Peraturan Kepala 

Percepatan Standar Prosedur Operasional Pengaturan 

Berdasarkan uraian tersebut,  penting untuk 

dikaji mengenai Implementasi Peraturan Kepala 

B. Metode Penelitian

digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk 

mencapai tingkat ketel i tian, jumlah dan jenis 

runtut dan baik untuk mencapai maksud (Winarno 

Penelitian dapat diartikan pula suatu usaha 

untuk menemukan, mengembangkan dan menguji 

kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, 

usaha mana di lakukan dengan metode i lmiah 

oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga 

Penel i tian ini  termasuk ke dalam bentuk 

penel i ti an eval uati f . dengan observasi  dan 

wawancara mendalam (in depth interview) serta 

untuk mendapatkan  data primer dan akan dilakukan 

pula dengan studi kasus. Lokasi penel i tian di 

Pengumpulan data wawancara dan studi pustaka dan 

teknik analisis dengan menggunakan teknik analisis 

kualitatif. 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Proses permohonan penerbitan sertipikat dan 

Pertanahan Kabupaten Wonogiri  mengacu pada 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Pengaturan Pertanahan.  Berdasarkan Wawancara 

dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 

Wonogiri, Pengimplementasian Peraturan Kepala 

Pertanahan di  Kantor Pertanahan Kabupaten 

bahwa dalam rangka pengimplementasian Peraturan 

Pertanahan di  Kantor Pertanahan Kabupaten 

nama, jabatan, kewenangan, dan tanggung 

kesungguhan petugas dalam memberikan 

berlaku.

wewenang dan tanggung jawab dalam 

f. Keahl i an dan Ketrampi l an Petugas 



Jurnal Repertorium Volume III No. 2 Jul i-Desember 2016

140

membedakan terhadap status maupun 

i Kesopanan dan Keramahan Petugas 

menghormati.

ditetapkan.

bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat 

t i ngkat keamanan l i ngkungan uni t 

merasa tenang untuk mendapatkan terhadap 

Pemohon pendaftaran tanah mengeluhkan 

untuk melakukan pengurusan sertipikat cukup mahal, 

proses pengurusan sertipikat sering kali tidak tepat 

tambahan agar proses pengurusan lebih cepat selesai. 

memproses berkas dari pemohon.

hukum (Undang-undang), birokrat pelaksana 

keadaan demikian diperlukan kontrol  sosial , 

dalam arti mengendalikan tingkah laku pekerti 

konform 

dengan keharusan-keharusan norma, hampir selalu 

dijalankan dengan berdasarkan kekuatan sanksi 

Berdasarkan data lapangan, tujuan dari 

di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri belum 

memenuhi antara lain:

Pertanahan

petugas loket dalam memproses sertipikat dari 

juga tidak proaktif untuk segera melengkapi 

telah ditentukan.

3. Di l ihat dari  indeks Kedisipl inan Petugas 

jarak tempuh lokasi tanah pemohon dengan 

Kantor Pertanahan sangat jauh, petugas ukur 

untuk dikerjakan bersamaan, hal ini menambah 
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Pertanahan Kabupaten Wonogi ri  kurang 

tetapi tidak diimbangi dengan peran petugas 

di Kantor Pertanahan terkait kesulitan tersebut 

diatas.

kurang.

5. Di l ihat dari  indeks Kewajaran dan indeks 

pegawai  Kantor Pertanahan, dikarenakan 

memperhatikan kewaj iban serta tanggung 

ada beberapa masalah dari  ketiga komponen 

petugas/birokrat pelaksana sebagai panduan dalam 

di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri. Dengan 

demikian maka dapat disimpulkan bahwa petugas/

dalam beberapa kriteria belum dapat dilaksanakan 

dengan baik.

Pertanahan Kabupaten Wonogiri  sebagai bentuk 

publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap 

warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ 

Pertanahan Kabupaten Wonogiri.

Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah 

dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

dan Pengaturan Pertanahan. Perwujudan peraturan 

kebijaksanaan di atas adalah komitmen awal Badan 

Pertanahan Nasional dalam menjawab tantangan 

Kabupaten Wonogiri  dengan mengkondisaikan 

publik dengan  menerapkan asas: 

3. Kesamaan hak; 

5. Keprofesionalan; 

6. Partisipatif; 

8. Keterbukaan; 

rentan; 

Asas-asas tersebut sudah  dituangkan dalam 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

dan Pengaturan Pertanahan antara lain dalam Pasal 3 

mengilhami dan menginspirasi segenap elemen 

Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan 

commitment to improve dari masa kemasa. Badan 

Pertanahan nasional akan mampu untuk menjadi 

leading sector  service  pertanahan di Indonesia. 
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Badan Pertanahan Nasional apabila menginginkan 

bagi organisasi  publ ik adalah kewaj iban dan 

dilaksanakan dengan penuh tanggung  jawab. 

pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Wonogi ri  sebagai  berikut : Penerimaan dan 

penanganan pada 

antara lain memberikan informasi   : pengecekan 

perubahan   i j in perubahan penggunaan 

Misal  : Map warna hi jau : untuk proses 

kembali berkas permohonan akan kelengkapan  

menginput data dalam aplikasi  komputer, 

memberikan tanda terima berkas permohonan 

dan Surat Perintah Setor (SPS)  sesuai dengan 

Kantor Pertanahan dengan disertai dengan 

contoh kegiatan pendaf taran tanah untuk 

pertama kali meliputi :

dan lapangan (pengukuran) mengikuti prosedur 

pengecekan oleh kepela sub seksi pendaftaran, 

pemeriksaan oleh kepala seksi pendaftaran tanah 

penerbi tan ssertif ikat hak atas tanah Prosedur 

Implementasi dari Peraturan Kepala Badan 

di  Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogi ri 

intangible

atau diraba sebelum ia melakukan transaksi secara 

langsung; dalam hal ini organisasi pemerintah dan 

untuk itu jika sekali mereka melakukan transaksi 

beragam. 

pertimbangan utama Badan Pertanahan Nasional untuk 

membuat Peraturan. Berpedoman pada aturan ini, 

sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

penguasaan fisik dan tidak sengketa cukup 

dimuat pada satu lembar blangko permohonan 

masing-masing unit kerja dan tidak termasuk 

waktu pengiriman. Waktu tersebut adalah waktu 

dimungkinkan dapat diselesaikan lebih cepat, 

dan tidak boleh lebih).

tapi  belum diatur pada peraturan ini  agar 

diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan 

sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala 
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Badan Pertanahan Nasional. 

Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan wajib 

melakukan pembinaan, pengendal ian dan 

dan tepat waktu. 

ini setiap bulan secara berjenjang.

Badan Pertanahan Nasional secara langsung untuk 

Publik. Kelemahan surat edaran di atas adalah tidak 

memuat sanksi administrasi untuk memaksa aparatur 

oleh Kantor Pertanahan terkait pemekaran dan 

kontradikti f  dengan Peraturan Kepala Badan 

a. Proses mediasi  ini  berdampak pada 

dan pendaftaran tanah 

b. Koordinasi eksternal dengan pemilik tanah, 

dan kepala desa  juga membutuhkan waktu 

pendaftaran tanah menjadi lama dan tidak 

sesuai ketentuan.

Kondisi  ini  menjadi di lematis sebab j ika 

komplain bahkan gugatan walaupun keadaan ini bukan 

mengandung sejumlah kelemahan menjadi kurang 

efektif; dengan kata lain Badan Pertanahan Nasional 

inkremmental 

pol icy

dapat menghambat proses pendaftaran tanah.

 Implementasi 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

dan Pengaturan Pertanahan di Kabupaten Wonogiri  

antara lain : 

Pertanahan

petugas loket dalam memproses sertipikat dari 

juga tidak proaktif untuk segera melengkapi 

telah ditentukan.

3. Di l ihat dari  indeks Kedisipl inan Petugas 

jarak tempuh lokasi tanah pemohon dengan 

Kantor Pertanahan sangat jauh, petugas ukur 

untuk dikerjakan bersamaan, hal ini menambah 

Pertanahan Kabupaten Wonogi ri  kurang 

tetapi tidak diimbangi dengan peran petugas 

di Kantor Pertanahan terkait kesulitan tersebut 

diatas.

5. Dilihat dari indeks Keramahan dan Kesopanan 

kurang.

6. Di l ihat dari  indeks Kewajaran dan indeks 

pegawai  Kantor Pertanahan, dikarenakan 
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memperhatikan kewaj iban serta tanggung 

D.  Simpulan

Pengimplementasian Peraturan Kepala Badan 

Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri mengacu 

Berdasarkan riset lapangan kepada beberapa 

lain mengenai Indeks Kesederhaan Prosedural 

Hambatan Implementasi  Peraturan Kepala 

Pertanahan di  Kantor Pertanahan Kabupaten 

Wonogiri antara lain proses mediasi dalam hal batas 

tanah, Koordinasi eksternal dengan pemilik tanah dan 

Kepala Desa  juga membutuhkan waktu lama, serta  

E. Saran

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

dan Pengaturan Pertanahan agar dapat memberikan 

telah di tetapkan melanggar Undang-Undang 

Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri 

permohonan sertipikat hak atas tanah dan mengatasi 
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